PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG
DAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TENTANG

LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NOMOR : 134.4.03/45/PEM.A
NOMOR : W17-A8/643/HM.00/6/2022

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Juni Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua (21-06-2022), bertempat di Bontang, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

I. TOETOEK PRIBADI EKOWATI : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Bessai Berinta Gedung Graha Taman
Praja Blok II Lantai I Kelurahan Bontang
Selatan, Kecamatan Bontang Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali
Kota Bontang Nomor 134.4.04/45/PEM.A
tanggal 21 Juni 2022, dalam hal
bertindak untuk dan atas nama Dinas
Kesehatan Kota Bontang, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

II. SAMAD HARIANTO : Ketua Pengadilan Agama Bontang,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Awang Long Nomor 69 Kelurahan
Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara,
bertindak wuntuk dan atas nama
Pengadilan Agama Bontang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1.
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PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

PIHAK KEDUA adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian
Kerja Sama tentang Layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pemohon
Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Bontang, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
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Pasal 1
DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bontang dan Pengadilan Agama
Bontang Nomor 134.4.01/09/PEM.A dan Nomor W17-
A8/153/HM.01/1/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Kerja Sama
Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA
PIHAK dalam kerjasama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagai
persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama
Bontang.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya memastikan keadaan
biologis anak yang ingin menikah dibawah wumur, meningkatkan
pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi
yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kota Bontang melalui

peran yang terintegrasi dan bersinergi antara PIHAK KESATU dengan
PIHAK KEDUA.
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Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah layanan pemeriksaan kesehatan

bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

a. Pemberian layanan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang
dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bontang;

b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Bontang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA mengarahkan kepada pemohon pengajuan dispensasi
kawin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan anak yang
dimohonkan dispensasi ke unit pelaksana teknis PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada anak yang
dimohonkan dispensasi kawin.

PIHAK KESATU menerbitkan surat keterangan telah dilakukan
pemeriksaan kesehatan dispensasi kawin.

PIHAK KEDUA memproses pengajuan permohonan dispensasi kawin yang
diajukan pemohon setelah mendapatkan surat keterangan telah
menjalani pemeriksaan kesehatan dispensasi kawin dari PIHAK KESATU;

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU antara lain :

a) Menerima laporan hasil pelaksanaan sidang dispensasi kawin;

b) Menentukan jenis pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan pada
anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

¢) Menerima pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan dari pemohon
dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :

a) Memfasilitasi terselenggaranya pemeriksaan kesehatan bagi anak
pemohon dispensasi kawin;

b) Menyediakan tenaga/SDM yang bertugas memberikan layanan
pemeriksaan kesehatan;

c) Memberikan edukasi kesehatan kepada pemohon dan anak yang
dimohonkan dispensasi kawin;

d) Memberikan surat keterangan telah melakukan pemeriksaan
kesehatan pada unit layanan kesehatan PIHAK KESATU;

€) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan
pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.



(3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menerima surat keterangan hasil pemeriksaan
kesehatan dari PIHAK KESATU;
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

a) Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar
melaksanakan pemeriksaan kesehatan terlebih dulu ke Unit Layanan
Kesehatan milik PIHAK KESATU sebelum mengajukan permohonan
dispensasi kawin;

b) Memberikan informasi terkait hasil persidangan pemohon dispensasi
kawin kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama ini di bebankan kepada
PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini;

(2) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh
para pihak secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1
(satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau akan
diakhiri;

(3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya,
apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan
Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja
Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,
PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah peristiwa yang terjadi diluar
kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan
kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang termasuk keadaan kahar
antara lain :

a. Gempa bumi;
b. Banjir besar;
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Kebakaran besar;

Tanah longsor;

Wabah penyakit;

Pemogokan umum;

Huru-hara;

. Sabotase;

Perang; atau

. Pemberontakan.

Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis
kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender
sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari PIHAK yang
berwenang.

PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang
diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan
oleh keadaan kahar.

Setelah keadaan kahar berakhir, PARA PIHAK wajib untuk meneruskan
segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian Kerja Sama.
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Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka
PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut wajib
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai alasan
pengakhiran Perjanjian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.

Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PIHAK yang menerima
pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban maka, PIHAK yang
menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut
dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada
tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada
ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa
terikat dengan ketentuan pada ayat 1 Pasal ini.

Dengan berakhirnya Perjanjian ini, apabila masih terdapat hak dan
kewajiban yang belum diselesaikan menurut Perjanjian ini, maka PARA
PIHAK tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang
harus diselesaikan menurut Perjanjian ini.
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Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Segala bentuk surat menyurat yang mengikat kedua belah PIHAK sebagai
akibat dari timbulnya Perjanjian, ditujukan dengan alamat tersebut di
bawah ini:

PIHAK KESATU

DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

Jalan Bessai Berinta Gedung Graha Taman Praja Blok II Lt. I Kelurahan
Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan
Bontang Utara

Nomor telepon : (0548) 23001

Email : pa-bontang@pta-samarinda.net

Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan
secara tertulis telah di terima oleh PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari
kalender sejak penetapan perubahan dilakukan, dengan segala
keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang
melakukan perubahan.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam
addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli
bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani PARA PIHAK .

PIHAK KEDUA,

SAMAD HARIANTO




